Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Implementasi tugas dan kewenangan pel aksana kegiatan usaha hulu

migas berdasarkan Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2013 tentang

Ben elenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas berkaitan
ndang - Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 = Implementation duties

and authority of executive upstream oil and gas perform according to

regulation of the President number 9 year 2013 about management

organization upstream oil and gas law relating to article 33 of 1945

verse 3 of the constitution 194

Ura Zulhendri, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71 d=20388583& | okasi=Iokal

Pengel olaan minyak dan gas bumi di Indonesiatelah diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945. Dalam pengaturan tersebut terdapat konsepsi penting terkait pengel olaan minyak dan gas bumi yaitu
konsep ?hak menguasal negara?. Pada perjalanan sejarah peraturan perundang-undangan yang mengatur
pengelolaan minyak dan gas bumi sejak awal Indonesia merdeka dan hinggakini, konsepsi ini masih selalu
menjadi perdebatan. Hingga akhirnyaterjadi judicia review yang digjukan ke Mahkamah Konstitusi
terhadap UU No. 22 tahun 2001. Putusan Mahakamah Konstitusi yang tertuang pada putusan Nomor
36/PUU-X/2012 memiliki ekses besar dengan dibubarkannya BP Migas sebagal badan pelaksana
pengelolaan sektor hulu migas Indonesia. Oleh karenaitu akhirnya melalui Peraturan Presiden No. 9 tahun
2013 dibentuklah SKK Migas untuk menggantikan peran dari BP Migas. Dalam Perpres No. 9 tahun 2013
ini kemudian akan terlihat implementasi pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pada tugas dan kewenangan SKK
Migas sebagai pelaksana pengelolaan sektor hulu migas di Indonesia terutama terkait konsepsi hak
pengusaan oleh negara.

Management of oil and gasin Indonesiais regulated in Article 33 paragraph (3) of the Constitution of 1945.
In these regulation, there is an important concept related to the management of oil and gas specifically the
concept of "right of control by the state”. In the history of legislation governing the management of oil and
gas since the beginning of Indonesia's independence, and until now, this concept is still always a debate.
Until finally happened judicial review filed with the Constitutional Court against the Law No. 22/2001
contained in the Constitutional Court decision No. 36/PUU-X/2012 have large excesses with the dissolution
of BP Migas as the executing agency management of upstream oil and gas sector in Indonesia. Therefore
finally through Presidential Regulation. No. 9/2013, SKK MiGas was formed to replace the role of BP
Migas. In Perpres. 9/2013 will then be visible implementation of Article 33 paragraph (3) of the 1945
Constitution on the duties and authority of the executive management of oil and gas SKK upstream oil and
gas sector in Indonesiais mainly related to 2right of control by the state.
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